TESIS

PENYIDIKAN TPPU NARKOTIKA TERHADAP
PERUSAHAAN YANG DI BUAT OLEH TERSANGKA
NARKOTIKA

Oleh :

ACHMAD PRESTA ZAKARIA
NIM. 2220215310088

PROGRAM MAGISTER HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

BANJARMASIN
2024



PENYIDIKAN TPPU NARKOTIKA TERHADAP
PERUSAHAAN YANG DI BUAT OLEH TERSANGKA
NARKOTIKA

TESIS

Untuk Memperoleh Gelar Magister
Dalam Program Magister Hukum Fakultas Hukum
Universitas Lambung Mangkurat

Oleh :

ACHMAD PRESTA ZAKARIA
NIM. 2220215310088

PROGRAM MAGISTER HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

BANJARMASIN
2024



Judul Tesis : PENYIDIKAN TPPU NARKOTIKA TERHADAP PERUSAHAAN
YANG DIBUAT OLEH TERSANGKA NARKOTIKA

Nama : Achmad Presta Zakaria
NIM + 2220215310088
Disetujui,
Pembimbing
Suprapto

NIP. 19810517 200501 1 001

Diketahui,

m Magister Hukum Dekan F ultas Hukum
ung Mangkurat ‘
N

Tanggal Lulus : Tanggal Wisuda :



Tesis ini
Telah Diperiksa dan Disetujui
Pada Tanggal................

PEMB@ING

Suprapto
NIP.19810517 200501 1 001

Disahkan oleh
Koordinator Program Magister Hukum

sk
. “' Abimad Syay
P.19720208:199903 1 004

\ %
A\

\

NI

Diketahui oleh
Dekan Fakultas Hukum

NIP, 19750615300
‘-&‘jknusb\“_"r i

/iz 1001



Tesis Ini Telah Dipertahankan
D1 Depan
Sidang Panitia Penguji Tesis
Pada Tanggal 18 Juli 2024

Susunan Panitia Penguji Tesis

Ketua : Prof. Dr. Anang S. Tornado, S.H., M.H., M.Kn.
Sekretaris : Prof. Dr. H. Ahmad Syaufi, S.H., M.H.

Anggota : Prof. Dr. Suprapto, S.H., M.H. (Pembimbing)



HALAMAN PERSEMBAHAN

DENGAN MENGUCAP ALHAMDULILLAH

KUPERSEMBAHKAN KARYA ILMIAH (TESIS) KU INI UNTUK ORANG
YANG PALING KU SAYANGI.

MAMA DAN BAPAK KU TERSAYANG YANG TELAH MEMBERIKAN
DUKUNGAN TAK TERHINGGA, MOTIVATOR TERBAIK DALAM HIDUP
KU YANG SELALU MEMBERIKAN INSPIRASI TERBAIK KEPADA KU
HINGGA AKU DAPAT MENYELESAIKAN TESIS INI.

KEPADA KELUARGA KU YANG SELALU MEMBERIKAN DO’A TERBAIK
PADA KU, ISTRI DAN ANAKKU.

SERTA DOSEN DAN TEMAN-TEMAN KU YANG SELALU MENDUKUNG
DAN MEMBANTU KU.

KU UCAPKAN TERIMAKASIH TAK TERHINGGA.

UNTUK DO’A DAN DUKUNGANNYA SELAMA INI HINGGA SELESAI
NYA TESIS INI.

“Apa Yang Akan Menjadi Suratan Takdir Akan Menjadi Milikmu Meskipun
Berada Di Bawah Gunung Apa Yang Bukan Digariskan Takdir Tidak Akan
Mencapaimu Meskipun Berada Diantara Dua Bibirmu”

(Umar Bin Khattab)

Hasbunallah Wanikmal Wakil Nikmal Maula Wanikman Nasir
“Cukuplah bagi kami Allah SWT, sebaik-baiknya pelindung dan sebaik-baiknya
penolong kami”



PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Achmad Presta Zakaria
NIM : 2220215310088
Program Studi : Magister Hukum
Konsentrasi Hukum : Acara

menyatakan dengan sebenarmya bahwa :

1. Tesis yang saya tulis ini benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri,
bukan merupakan pengambilalihan tulisan atau pikiran orang lain yang
saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri;

2. Dalam Tesis ini tidak terdapat karya yang pemah diajukan untuk
memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi, dan scpanjang
pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pemah
ditulis atau diterbitkan olch orang lain, kecuali yang sccara tertulis dalam

naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka dan bebas dari

plagiatisme.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan tesis ini hasil
jiplakan scbagaimana dimaksud di atas, maka berscdia menerima sanksi atas

perbuatan tersebut.

Banjarmasin, Juli 2024

NIM. 2220215310088



ZAKARIA, ACHMAD PRESTA. 2024. PENYIDIKAN TPPU NARKOTIKA
TERHADAP PERUSAHAAN YANG DI BUAT OLEH TERSANGKA
NARKOTIKA. Program Magister Ilmu Hukum, Program Pascasarjana,
Universitas Lambung Mangkurat. Pembimbing: Prof. Dr. Suprapto, S.H.,
M.H. 120 Halaman.

RINGKASAN

Tindak pidana Narkotika akhir-akhir ini tidak dapat dilepaskan dari tindak pidana
pencucian uang, hal ini disebabkan karena untuk menghindari kecurigaan publik
atas hasil kejahatan narkotika, pada bandar narkotika tidak jarang menggunakan
metode “pembersihan uang” dengan cara mendirikan perusahaan atau perseroan
terbatas yang aktivitasnya secara nyata tidak berkesesuaian dengan perputaran
uang yang dia kelola. Masalah muncul ketika kejahatan narkotika khususnya
peredaran gelap narkotika dihubungkan dengan Tindak Pidana Pencucian Uang
yang diatur dalam Pasal 137 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009
tentang Narkotika. Kekosongan hukum pada Pasal 137 ayat 1 dan 2
Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menjadi persoalan
kritis dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana narkotika yang sering kali
berkaitan erat dengan tindak pidana pencucian uang (TPPU). Kekosongan ini
terlihat jelas ketika aturan yang ada tidak mampu secara efektif mencegah dan
memberantas upaya "pembersihan uang" yang dilakukan oleh bandar narkotika
melalui pendirian perusahaan atau perseroan terbatas yang aktivitasnya tidak
sesuai dengan perputaran uang yang dikelola.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis mengenai penyidikan TPPU
narkotika terhadap perusahaan milik tersangka narkotika dan mengenai
perusahaan milik tersangka narkotika dapat dijadikan sebagai bagian dari TPPU.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan tipe penelitian
kekaburan hukum, yakni penelitian terhadap peraturan perundang-undangan
tertentu atau hukum tertulis. Sesuai dengan sifat penelitian hukum yang
digunakan yakni preskriptif, maka pendekatan yang digunakan adalah pendekatan
peraturan perundang-undangan (Statute approach). Untuk menganalisis isu
hukum dalam penelitian ini, digunakan sumber bahan hukum primer maupun
bahan hukum sekunder, yang dianalisis menggunakan langkah-langkah normatif
dan pembahasan yang dilakukan secara preskriptif.

Penyidikan terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) yang terkait dengan
perusahaan yang dimiliki oleh tersangka narkotika adalah suatu aspek krusial
dalam upaya memberantas kejahatan terorganisasi dan melindungi integritas
sistem keuangan. Dalam konteks ini, kerjasama lintas sektor dan lintas negara
menjadi semakin penting. Otoritas penegak hukum, lembaga keuangan, regulator,
sektor swasta, dan lembaga internasional harus bekerja sama secara aktif dalam
pertukaran informasi, analisis data, dan koordinasi tindakan penegakan hukum.



Hal ini diperlukan untuk mengungkap dan menindak praktik pencucian uang yang
kompleks yang melibatkan perusahaan sebagai fasad legal untuk
menyembunyikan atau mencuci uang hasil kejahatan narkotika.

Selain itu, perlunya penguatan regulasi dan pengawasan terhadap perusahaan yang
dimiliki oleh tersangka narkotika. Regulasi yang lebih ketat dan pemantauan yang
lebih cermat terhadap aktivitas bisnis yang mencurigakan diperlukan untuk
mencegah perusahaan menjadi sarana untuk kegiatan ilegal. Standar transparansi
yang tinggi, pelaporan transaksi mencurigakan, dan audit yang ketat terhadap
praktik bisnis perusahaan harus ditegakkan secara konsisten. Dengan demikian,
dapat meminimalisir celah bagi tersangka narkotika untuk menggunakan
perusahaan sebagai alat untuk mencuci uang hasil kejahatan narkotika, sehingga
melindungi integritas sistem keuangan dan masyarakat dari ancaman kejahatan
terorganisasi.
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ABSTRAK
Kata Kunci : Narkotika, Perusahaan, Penyidikan TPPU.

Tindak pidana Narkotika akhir-akhir ini tidak dapat dilepaskan dari tindak pidana
pencucian uang. Masalah muncul ketika kejahatan narkotika khususnya peredaran
gelap narkotika dihubungkan dengan Tindak Pidana Pencucian Uang yang diatur
dalam Pasal 137 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang
Narkotika. Kekosongan hukum pada Pasal 137 ayat 1 dan 2 Undang-Undang
Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menjadi persoalan kritis dalam
penegakan hukum terhadap tindak pidana narkotika yang sering kali berkaitan erat
dengan tindak pidana pencucian uang (TPPU). Kekosongan ini terlihat jelas
ketika aturan yang ada tidak mampu secara efektif mencegah dan memberantas
upaya "pembersihan uang" yang dilakukan oleh bandar narkotika melalui
pendirian perusahaan atau perseroan terbatas yang aktivitasnya tidak sesuai
dengan perputaran uang yang dikelola.

Penyidikan terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) yang terkait dengan
perusahaan yang dimiliki oleh tersangka narkotika adalah suatu aspek krusial
dalam upaya memberantas kejahatan terorganisasi dan melindungi integritas
sistem keuangan. Dalam konteks ini, kerjasama lintas sektor dan lintas negara
menjadi semakin penting. Otoritas penegak hukum, lembaga keuangan, regulator,
sektor swasta, dan lembaga internasional harus bekerja sama secara aktif dalam
pertukaran informasi, analisis data, dan koordinasi tindakan penegakan hukum.
Hal ini diperlukan untuk mengungkap dan menindak praktik pencucian uang yang
kompleks yang melibatkan perusahaan sebagai fasad legal untuk
menyembunyikan atau mencuci uang hasil kejahatan narkotika.

Selain itu, perlunya penguatan regulasi dan pengawasan terhadap perusahaan yang
dimiliki oleh tersangka narkotika. Regulasi yang lebih ketat dan pemantauan yang
lebih cermat terhadap aktivitas bisnis yang mencurigakan diperlukan untuk
mencegah perusahaan menjadi sarana untuk kegiatan ilegal. Standar transparansi
yang tinggi, pelaporan transaksi mencurigakan, dan audit yang ketat terhadap
praktik bisnis perusahaan harus ditegakkan secara konsisten. Dengan demikian,
dapat meminimalisir celah bagi tersangka narkotika untuk menggunakan
perusahaan sebagai alat untuk mencuci uang hasil kejahatan narkotika, sehingga
melindungi integritas sistem keuangan dan masyarakat dari ancaman kejahatan
terorganisasi.
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ABSTRACT
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Narcotics crime recently cannot be separated from money laundering crime.
Problems arise when narcotics crimes, especially narcotics trafficking, are linked
to the Crime of Money Laundering which is regulated in Article 137 paragraph 1
and 2 of Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics. The legal vacuum in
Article 137 paragraphs 1 and 2 of Law Number 35 Year 2009 on Narcotics is a
critical issue in law enforcement against narcotics crimes which are often closely
related to money laundering crimes (TPPU). This lacuna is evident when existing
regulations are unable to effectively prevent and eradicate “money cleaning”
efforts made by narcotics dealers through the establishment of companies or
limited liability companies whose activities are not in accordance with the
turnover of money managed.

Investigating money laundering related to companies owned by drug suspects is a
crucial aspect of combating organized crime and protecting the integrity of the
financial system. In this context, cross-sector and cross-border cooperation is
increasingly important. Law enforcement authorities, financial institutions,
regulators, the private sector, and international institutions should actively
cooperate in information exchange, data analysis, and coordination of
enforcement actions. This is necessary to uncover and crack down on complex
money laundering practices involving companies as legal facades to hide or
launder the proceeds of drug crime.

In addition, there is a need to strengthen regulation and supervision of companies
owned by drug suspects. Stricter regulations and closer monitoring of suspicious
business activities are needed to prevent companies from becoming vehicles for
illegal activities. High standards of transparency, suspicious transaction reporting
and rigorous auditing of companies' business practices should be consistently
enforced. This will minimise the opportunity for drug suspects to use companies
as a means to launder drug proceeds, thereby protecting the integrity of the
financial system and society from the threat of organized crime.
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